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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

NOMOR: .! 	 .............. 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT KAPAL NIAGA 

DAN KAPAL PENANGKAP MAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, 

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 140 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut, maka perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut 
tentang Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut Kapal 
Niaga dan Kapal Penangkap Ikan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4849); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4301); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber 
Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5310); 

/5. Keputusan ..... 
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5. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang 
Pengesahan International Convention on Standard of Training 
Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73), 
sebagaimana telah diubah dengan Amandemen yang terakhir; 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2005 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Ujian serta Sertifikasi 
Pelaut Kapal Penangkap Ikan; 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 
tentang Pendidikan clan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas 
Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1089), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 
70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi 
serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1870); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN 
PELAUT KAPAL NIAGA DAN KAPAL PENANGKAP IKAN. 

PERTAMA : Membentuk dan mengangkat nama dengan susunan 
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur 
Jenderal mi sebagai Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) 
Kapal Niaga pada lokasi tertentu; 

KEDUA 	: Membentuk dan mengangkat nama dengan susunan 
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur 
Jenderal keputusan mi sebagai Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut 
(PUKP) Kapal Penangkap Ikan pada lokasi tertentu; 

/KETIGA ..... 



KETIGA 	Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA merupakan Pelaksana 
Ujian Keahlian Pelaut yang berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP); 

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai pelaksanaan keputusan 
mi dibebankan pada mata anggaran Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) Kantor Instansi masing-masing di tempat PUKP 
dibentuk dan sumber dana lain yang memungkinkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

KELIMA 	: Keanggotaan PUKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
PERTAMA dan Diktum KEDUA berlaku untuk masa jabatan dua 
(2) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan nya keputusan mi 
dan bila pada masa jabatan keanggotaan PUKP terjadi 
perubahan, maka perubahan keanggotaan PUKP dapat ditunjuk 
oleh Ketua Umum Dewan Penguji Keahlian Pelaut; 

KEENAM 	: Pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut mi, maka Keputusan Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut Nomor UM.008/86/18/DJPL-17 tanggal 3 
November 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian 
Pelaut Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan Periode 2016 - 
2018 dicabut clan dinyatakan tidak berlaku; 

KETUJUH : Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di J A K A R T A 

Pada tanggal H 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

ttd 

R. AGUS H. PURNOMO 

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal mi disampaikan kepada: 
1. Menteri Perhubungan; 
2. Menteri Kelautan dan Perikanan; 
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manr

?ALA 

 
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Lau 
8. Direktur Perkapalan clan Kepelautan Ditjen Hubl  
9. Ketua Umum Dewan Penguji Keahlian Pelaut;  
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10. Yang bersangkutan.  
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LAMPIRAN I 
KEPU'IlJSAN 1IREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LLUT 
NOMOR 	(VP. 43I/0PL./2o 1j 
TANGGAL ILt4i 2o1 

SUSUNAN KEANGGOTAAN 
PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT KAPAL NIAGA 

PUKP - 1 Medan dan Aceh 
Ketua 	: Rajuman Sibarani, M.Mar.E. 
Wakil Ketua : Anugerah Nur Prasetyo, MSi 
Sekretaris 	Rumolo Edison, S.SiT, MM 
Kedudukan : BP2IP Malahayati Aceh Besar 

2. PUKP -2 Banten 
Ketua 	: Capt. Renta Novaliana Siahaan, S.SiT, MA 
Wakil Ketua : Joni Turiska, M.M.Mar.E. 
Sekretaris 	R. Herlan Guntoro, MM 
Kedudukan 	BP2IP Tangerang 

3. PUKP -3 Wilayah I Jakarta 
Ketua 	Amiruddin, M.M. 
Wakil Ketua : Capt. Marihot Simanjuntak, MM M,Mar 
Sekretaris 	Capt. Abdul Rochman, M.Mar 
Kedudukan 	STIP Jakarta 

4. PUKP -4 Wilayah II Jakarta 
Ketua : Amiruddin, M.M. 
Wakil Ketua : Capt Weku Karuntu, MM 
Sekretaris : 	Mafrisal, M.Mar.E 
Kedudukan : BP3IP Jakarta 

5. PUKP - 5 Semarang 
Ketua 	Ahmad Wahid, MT, M.Mar.E 
Wakil Ketua 	DR. Capt. Mashudi Rofik, M.Sc 
Sekretaris 	Capt. Arika Palapa, M.Si 
Kedudukan : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 

6. PUKP -6 Surabaya 
Ketua 	Capt. Roni Fahmi, SE, MM, M.Mar. 
Wakil Ketua 	Capt. Heru Susanto, M.M., M.Mar 
Sekretaris 	Antonius Edy Kristiyono, M.Pd, M.Mar.E 
Kedudukan : Politeknik Pelayaran Surabaya 

7. PUKP -7 Makassar 
Ketua 	: Victor Vildci Subroto, M.M., M.Mar.E 
Wakil Ketua : Capt. Rachmat Tjahjanto, M.Mar 
Sekretaris 	: Capt. Adnan, M.Mar 
Kedudukan 	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar 



8. PUKP-8Ba rombong 
Ketua 
	

Victor Vikki Subroto, M.M., M.Mar.E 
Wakil Ketua 
	

Capt. Soegiyono, M.MTr, M.Mar 
Sekretaris 
	

Samsuddin, MT, M.Mar.E 
Kedudukan 
	

Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran 
Barombong 

9. PUKP-9Bitung 
Ketua 	: Alimin Mokodompit, M.Mar.E 
Wakil Ketua : Capt. Bharto Ari Raharjo, M.Mar 
Sekretaris 	Wahju Wibowo 
Kedudukan 	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung 

10. PUKP - 10 Sorong 
Ketua 	: Ronald, SE 
Wakil Ketua : Heru Widada, MM, M.Mar.E 
Sekretaris 	: I Komang Hedi Pramana Adiputra, S.ST.Pel 
Kedudukan 	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong 

11. PUKP - 11 Padang Pariaman 
Ketua 	: Capt. Jaka Dwi Cahyanto, SE, MM, M.Mar 
Wakil Ketua : Rivolindo, SH 
Sekretaris 	Albertus Eko Kuswinoto, S.SiT, M.Mar 
Kedudukan 	Balai Dikiat Pelayaran Padang Pariaman 

12. PUKP - 12 Wilayah III Jakarta 
Ketua 	: Ridwan Chaniago, M.Mar.E 
Wakil Ketua : Capt. Sukirno,M.MTr, M.Mar 
Sekretaris 	: Capt. Zaenal Arifin, M.Mar 
Kedudukan 	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 
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LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERNUBUNGAN IAUT 
NOMOR : tcp. $I it /p7pl../ 20 
TANGGAL 

SUSUNAN KEANGGOTAAN 
PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN 

PUKP - KAPI N Wilayah I Belawan - Medan 
Ketua 
	

Rajuman Sibarani, M.Mar.E. 
Wakil Ketua 
	

Kepala BPPP Medan KKP 
Sekretaris I 
	

Marianus 0. Brewon, S.St. Pi 
Sekretaris II 
	

Marianus Priatno, S.St.Pi 
Kedudukan 
	

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) 
Belawan - Medan 

2. PUKP - KAPIN Wilayah II Padang Pariaman 
Ketua 	Capt. Jaka Dwi Cahyanto, S.E., M.M., M.Mar 
Wakil Ketua 	Kepala SUPM Pariaman KKP 
Sekretaris I 	Defra Monika, S.St. P1 
Sekretaris II 	Samsi, S.St. N 
Kedudukan : Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariarnan 

3. PUKP - KAP] N Wilayah III Jakarta 
Ketua 
	

Amiruddin, M.M. 
Wakil Ketua 
	

Ketua Sekolah Tinggi Perikanan KKP 
Sekretaris I 
	

Emil Frist Dwiyatmo, M.St.Pi 
Sekretaris II 
	

Rahmat Mualim, S.Pi, M.Si. 
Kedudukan 
	

Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta 

4. PUKP - KAPIN Wilayah IV Tegal 
Ketua : Ahmad Wahid, MT, M.Mar.E 
Wakil Ketua : Kepala SUPM Tegal KKP 
Sekretaris I : 	 Rochmat, S.St.Pi 
Sekretaris II : 	 Lutfi Jauhari, S.St.Pi, M.Si 
Kedudukan : Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal 

5. PUKP - KAPIN Wilayah V Banyuwangi 
Ketua 	Capt. Roni Fahmi, SE, MM, M.Mar. 
Wakil Ketua 	Kepala BPPP Banyuwangi KKP 
Sekretaris I : I Gede Widjana, A.Pi 
Sekretaris II 	Chandra Saputra, S.St, P1 
Kedudukan 	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) 

Banyuwangi 

6. PUKP - KAP] N Wilayah VT Bitung 
Ketua 
	

Alimin Mokodompit, M.Mar.E 
Wakil Ketua 
	

Direktur Politeknik KP Bitung KKP 
Sekretaris I 
	

Wesly Mamangke, A.Pi, S.T., M.Si 
Sekretaris II 
	

Adi Saputra, SPi 
Kedudukan 
	

Poltek Kelautan Perikanan Bitung 



7. PUKP - KAP] N Wilayah VII Ambon 
Ketua 
	

Yefri Meidison, M.Mar.E 
Wakil Ketua 
	

Kepala SUPM N Ambon KKP 
Sekretaris I 
	

Ir. Leopold A. Tomasila, M.Si 
Sekretaris II 
	

Indra Cahya, S.St,Pi 
Kedudukan 
	

SUPM N Waiheru Ambon 

8. PUKP - KAPIN Wilayah VIII Sorong 
Ketua 	Ronald, SE 
Wakil Ketua 	Direktur Polteknik KP Sorong KKP 
Sekretaris I : Djoko Prasetyo, A.Pi, M.M. 
Sekretaris II 	Syaiful Anwar, S. Pi 
Kedudukan 	Poltek Kelautan Perikanan Sorong 

9. PUKP - KAPIN Wilayah IX Aceh 
Ketua 	Rajuman Sibarani, M.Mar.E. 
Wakil Ketua 	Kepala SUPM Ladong KKP 
Sekretaris I : Nazaruddin, S.St.Pi 
Sekretaris II : Jasnur Syaputra, S.St.Pi, M.Si 
Kedudukan 	Sekolah Usaha Perikanan (SUPM) Ladong, Nangroe Aceh 

Darusalam 

10. PUKP - KAPIN Wilayah X Pontianak 
Ketua : 	 Capt. Bintang Novi ,M.MTr 
Wakil Ketua Kepala SUPM Pontianak KKP 
Sekretaris I : 	 Rudi Mas Permana, A.Pi, S.Pi, M.Pi 
Sekretaris II : 	 Basyirudin Ahmadi, S.St.Pi 
Kedudukan : Sekolah Usaha Perikanan (SUPM) Pontianak 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 
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